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Transformasi digital dalam pengadaan sektor publik Indonesia merupakan
inisiatif strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan
transparan. Penelitian ini menganalisis secara sistematis dampak digitalisasi
terhadap efisiensi dan transparansi sistem pengadaan publik Indonesia melalui
systematic literature review terhadap 127 artikel yang dipublikasikan dalam
periode 2010-2024. Metodologi penelitian mengadopsi protokol PRISMA
dengan framework analisis multi-dimensi yang mengintegrasikan aspek
teknologi, organisasi, dan konteks. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga
temuan utama: (1) peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional,
mencakup akselerasi waktu proses (40.5%), optimalisasi biaya (35.2%), dan
produktivitas staff (42.8%); (2) penguatan transparansi sistem (60%) dan
akuntabilitas melalui peningkatan audit trail (95%); (3) kontribusi terukur
terhadap SDGs, khususnya SDG 9 melalui pengembangan infrastruktur digital
(65.4%) dan akses teknologi (71.2%), serta SDG 16 melalui penguatan
efisiensi institusional (55%) dan transparansi (62%). Penelitian menghasilkan
tiga novelty: framework implementasi kontekstual yang mengakomodasi
karakteristik unik Indonesia, metodologi assessment hibrid yang
mengintegrasikan pendekatan kuantitatif-kualitatif, dan model optimalisasi
berkelanjutan yang adaptif terhadap variasi kesiapan digital antar daerah.
Temuan ini menyediakan landasan ilmiah untuk pengembangan kebijakan dan
praktik digitalisasi pengadaan yang berkelanjutan di sektor publik Indonesia,
dengan implikasi signifikan bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang
efisien, transparan, dan berkelanjutan.
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1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda prioritas global, dengan
pengadaan publik sebagai salah satu area kritis yang memerlukan modernisasi sistematis [1]. Di
Indonesia, digitalisasi pengadaan publik merepresentasikan langkah strategis menuju tata kelola
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pemerintahan yang lebih efisien dan transparan [2]. Namun, kompleksitas implementasi dan variasi
tingkat kesiapan digital antar daerah menciptakan tantangan signifikan dalam optimalisasi sistem [3].

Pengadaan publik di Indonesia, yang mencakup sekitar 30% dari total belanja pemerintah,
memiliki peran vital dalam pembangunan nasional [4]. Transformasi digital dalam sektor ini tidak
hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pencapaian target
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan
Infrastruktur, serta SDG 16 tentang Kelembagaan yang Kuat [5]. Meskipun implementasi e-
procurement telah dimulai sejak 2008 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
evaluasi komprehensif tentang dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi masih terbatas [6].

Studi terdahulu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan
implementasi digital procurement, termasuk infrastruktur teknologi [7], kapasitas sumber daya
manusia [8], dan dukungan kepemimpinan [9]. Namun, mayoritas penelitian berfokus pada aspek
teknis implementasi, dengan perhatian terbatas pada integrasi faktor kontekstual dan organisasional
[10]. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik unik Indonesia sebagai
negara kepulauan dengan variasi signifikan dalam kesiapan digital [11].

Literature review yang dilakukan oleh Rahman et al. [12] dan Wijaya et al. [13]
mengidentifikasi peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, namun analisis mereka terbatas pada
aspek operasional tanpa mempertimbangkan dampak lebih luas terhadap pencapaian SDGs.
Sementara itu, studi oleh Purnomo [14] dan Setiawan [15] menekankan pentingnya transparansi
dalam pengadaan publik, tetapi belum mengintegrasikan aspek inovasi teknologi dengan penguatan
institusional secara komprehensif.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui systematic review yang mengintegrasikan
multiple streams of literature, mencakup teknologi informasi, manajemen publik, dan pembangunan
berkelanjutan. Keunikan penelitian terletak pada tiga aspek utama: (1) pengembangan framework
teoretis yang mengintegrasikan aspek digital transformation dengan konteks spesifik Indonesia, (2)
analisis komprehensif tentang hubungan antara digitalisasi pengadaan dengan pencapaian SDGs, dan
(3) pengembangan model implementasi yang mempertimbangkan variasi kesiapan digital antar
daerah.

Kontribusi penelitian ini signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis,
penelitian mengembangkan model evaluasi multi-dimensi yang mengintegrasikan aspek teknologi,
organisasi, dan konteks dalam implementasi digital procurement. Secara praktis, penelitian
menyediakan framework implementasi berbasis evidence yang dapat membantu pengamobil
kebijakan dalam mengoptimalkan digitalisasi pengadaan publik [16].

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap efisiensi dan transparansi pengadaan publik di
Indonesia?

2. Faktor-faktor kritis apa yang mempengaruhi kesuksesan implementasi digital procurement?

3. Bagaimana optimalisasi kontribusi digitalisasi pengadaan terhadap pencapaian SDGs?

Struktur artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian kedua menjelaskan metodologi systematic
review. Bagian ketiga menyajikan hasil analisis dan sintesis literatur. Bagian keempat mendiskusikan
temuan dan implikasinya. Bagian terakhir menyimpulkan penelitian dan memberikan rekomendasi
untuk pengembangan masa depan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan protokol
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk
menganalisis literatur terkait digitalisasi pengadaan publik di Indonesia periode 2010-2024. Proses
review dilakukan melalui tiga tahap utama: perencanaan, eksekusi, dan pelaporan [17].
2.1 Strategi Pencarian dan Seleksi
Pencarian sistematis dilakukan pada tiga kategori database:
1. Database internasional (Scopus, Web of Science, Science Direct, IEEE Xplore)
2. Database regional (Portal Garuda, MyJurnal, Thai-Journal Citation Index)
3. Database institusional (Indonesian Scientific Journal Database)
Search string dikembangkan dengan kombinasi keywords:
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1. Primary: "digital procurement”, "e-procurement", "efficiency"”, "transparency", "Indonesia"
2. Secondary: "LPSE", "SPSE", "procurement reform"
Kriteria inklusi mencakup:
1. Timeframe: 2010-2024
2. Bahasa: Indonesia dan Inggris
3. Jenis publikasi: Jurnal peer-reviewed, prosiding konferensi, laporan pemerintah
4. Fokus: Implementasi digital procurement, efisiensi, transparansi
5. Cakupan geografis: Indonesia [18]
2.2 Penilaian Kualitas dan Ekstraksi Data
Penilaian kualitas artikel menggunakan modified quality assessment tool dengan dua
dimensi utama:
1. Rigorous metodologi (research design, metodologi, validitas data, analisis)
2. Nilai kontribusi (teoretis, praktis, alignment SDG, konteks spesifik) [19]
Ekstraksi data dilakukan oleh dua reviewer independen menggunakan form terstruktur yang
mencakup detail publikasi, objektif penelitian, metodologi, temuan kunci, dan skor kualitas [20].
2.3 Analisis dan Sintesis
Framework analisis mengadopsi pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan:
1. Analisis tematik (pengembangan koding, identifikasi tema)
2. Analisis konten (analisis frekuensi, identifikasi tren)
3. Sintesis naratif (organisasi tematis, analisis pola)
4. Sintesis framework (pengembangan model implementasi) [21]
2.4 Validasi dan Quality Assurance
Validitas penelitian dipastikan melalui:
1. Validasi internal: multiple reviewer comparison dan peer review
2. Validasi eksternal: feedback stakeholder dan expert panel
3. Kontrol kualitas: dokumentasi sistematis dan verifikasi akurasi [22]
Metodologi ini dirancang untuk memastikan comprehensive coverage dan reproducibility
dalam menganalisis dampak digitalisasi terhadap efisiensi dan transparansi pengadaan publik di
Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Evolusi Digital Procurement di Sektor Publik Indonesia

Analisis longitudinal mengidentifikasi empat fase distinktif dalam evolusi sistem pengadaan
digital di Indonesia, dengan masing-masing fase menunjukkan karakteristik dan pencapaian yang
spesifik (Tabel 1). Transformasi ini mencerminkan peningkatan maturitas implementasi yang
signifikan, ditandai dengan peningkatan adoption rate dari 45% pada tahun 2010 menjadi 97% pada
tahun 2024 di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) [27].

Tabel 1. Evolusi Implementasi Digital Procurement di Indonesia (2010-2024)

Periode Karakteristik Utama | Pencapaian Kunci Indikator Maturitas
2010-2013 | Inisiasi Sistem Dasar Implementasi LPSE di 33 provinsi | * Standardisasi proses dasar
* Infrastruktur fundamental
* Adopsi awal sistem
2014-2017 | Standardisasi Nasional | Integrasi sistem lintas institusi » Harmonisasi prosedur
* Interoperabilitas system
» Peningkatan kapasitas
2018-2021 | Transformasi Digital Implementasi smart procurement * Otomatisasi proses
* Analytics integration
* Real-time monitoring
2022-2024 | Optimalisasi & Inovasi | Integrasi Al dan advanced analytics | ¢ Predictive procurement
* Blockchain integration
* Cognitive procurement
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3.2 Analisis Dampak terhadap Efisiensi dan Transparansi
3.2.1 Efisiensi Operasional
Implementasi digital procurement menghasilkan peningkatan efisiensi yang terukur dalam

berbagai dimensi operasional (Tabel 2). Analisis statistik menunjukkan korelasi positif yang
signifikan (r=0.78, p<0.001) antara tingkat digitalisasi dengan peningkatan efisiensi operasional [28].

Tabel 2. Peningkatan Efisiensi Operasional Post-Digitalisasi
Dimensi Efisiensi Peningkatan (%) | Faktor Kontributif
Waktu Proses 40.5 * Otomatisasi workflow
* Eliminasi proses manual
* Standardisasi prosedur
Biaya Operasional 35.2 * Reduksi paperwork
* Optimalisasi SDM
* Efisiensi administratif
Produktivitas Staff | 42.8 « Sistem terintegrasi
» Automatisasi tugas rutin
* Peningkatan kapabilitas
Resource Utilization | 38.7 * Optimalisasi alokasi
* Manajemen inventori
 Perencanaan strategis

3.2.2 Transparansi dan Akuntabilitas
Analisis kuantitatif menunjukkan peningkatan substansial dalam berbagai aspek transparansi dan
akuntabilitas sistem:
1. Aksesibilitas Informasi (160%)
a. Real-time data availability
b. Multi-stakeholder access
c. Standardized reporting
2. Kelengkapan Audit Trail (95% compliance)
a. End-to-end transaction tracking
b. Digital documentation
c. Automated verification
3. Visibilitas Stakeholder (155%)
a. Enhanced monitoring capabilities
b. Integrated feedback mechanisms
c. Transparent decision-making
4. Tingkat Kepatuhan (148%)
a. Regulatory compliance
b. Procedural adherence
c. Documentation standards
3.3 Faktor-Faktor Kritis Kesuksesan Implementasi
Analisis mengidentifikasi empat faktor kritis yang mempengaruhi kesuksesan implementasi
digital procurement, dengan bobot dampak yang terukur:
3.3.1 Komitmen Kepemimpinan (Impact Weight: 0.32)
a. Penyelarasan visi strategis
b. Alokasi sumber daya yang memadai
c. Dukungan manajemen perubahan
d. Dorongan inovasi berkelanjutan
3.3.2 Infrastruktur Teknis (Impact Weight: 0.28)
a. Reliabilitas sistem
b. Kapabilitas integrasi
c. Keamanan sistem
d. Optimalisasi performa
3.3.3 Kesiapan Organisasi (Impact Weight: 0.22)
a. Kompetensi staf
b. Maturitas proses
c. Adaptabilitas perubahan
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d. Manajemen pengetahuan
3.3.4 Keterlibatan Stakeholder (Impact Weight: 0.18)
a. Partisipasi pengguna
b. Keterlibatan vendor
c. Umpan balik publik
d. Kolaborasi lintas institusi
3.4 Analisis Integrasi dengan Sustainable Development Goals
Analisis komprehensif mengenai kontribusi digitalisasi pengadaan terhadap pencapaian
SDGs menunjukkan dampak signifikan, terutama pada SDG 9 dan SDG 16. Temuan ini menegaskan
peran strategis digital procurement dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
3.4.1 Kontribusi terhadap SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
Implementasi digital procurement memberikan dampak terukur terhadap empat target utama
SDG 9 (Tabel 3). Peningkatan akses teknologi mencapai pencapaian tertinggi (71.2%), menunjukkan
efektivitas sistem dalam mendorong transformasi digital di sektor publik. Pengembangan
infrastruktur digital menunjukkan progres substansial (65.4%), menciptakan fondasi kokoh untuk
modernisasi berkelanjutan sistem pengadaan publik.
Tabel 3. Metrik Kontribusi terhadap SDG 9

Target SDG 9 Tingkat Indikator Kunci Faktor Pendukung
Pencapaian (%)
Pengembangan 65.4 * Integrasi system * Investasi teknologi

« Konektivitas

» Standardisasi

» Adopsi teknologi baru
* Pengembangan Solusi
* Kreativitas sistem
42.3 .

Infrastruktur » Pembangunan kapasitas

* Kolaborasi stakeholder

* Research & Development
* Partnerships

» Knowledge sharing

Dukungan Inovasi 58.7

Pertumbuhan

* Technology adoption
* System accessibility

Efisiensi prosese | * Market engagement
Industrial Produktivitase Daya saing | ¢ Vendor development
* Industrial linkages
Akses Teknologi 71.2 * Digital inclusion * Infrastructure development

* Capacity building
* Digital literacy

3.4.2 Kontribusi terhadap SDG 16 (Kelembagaan yang Kuat)
Digitalisasi pengadaan mendemonstrasikan dampak substansial terhadap penguatan
institusional melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis kuantitatif
mengungkapkan empat area peningkatan utama:
1. Peningkatan Efisiensi Institusional (155%)
a. Optimalisasi proses administratif dan operasional
b. Pengurangan waktu pemrosesan dokumen sebesar 60%
c. Peningkatan produktivitas staf melalui otomatisasi
d. Implementasi sistem manajemen Kinerja terintegrasi
2. Indeks Transparansi (162%)
a. Aksesibilitas informasi real-time untuk stakeholder
b. Implementasi sistem tracking pengadaan end-to-end
¢. Standardisasi prosedur dan dokumentasi
d. Peningkatan visibilitas proses pengambilan keputusan
3. Penurunan Risiko Korupsi (|45%)
a. Implementasi sistem deteksi fraud otomatis
b. Penguatan mekanisme audit dan kontrol
c. Peningkatan akuntabilitas melalui digital trail
d. Standardisasi prosedur pengawasan
4. Peningkatan Kepercayaan Publik (138%)
a. Perbaikan persepsi stakeholder terhadap sistem
b. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan
¢. Penguatan mekanisme feedback dan keluhan
d. Optimalisasi komunikasi dengan stakeholder
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3.5 Pengembangan Framework Inovasi
Penelitian ini menghasilkan framework inovatif untuk optimalisasi implementasi digital
procurement yang mengintegrasikan tiga layer utama dengan pendekatan holistik dan sistematis.
3.5.1 Layer Strategis
Layer strategis berfokus pada aspek fundamental yang mendukung keberhasilan
implementasi jangka panjang:
1. Penyelarasan Visi
a. Integrasi dengan strategi e-government nasional
b. Harmonisasi dengan roadmap transformasi digital
c. Penyelarasan dengan target pembangunan berkelanjutan
d. Pengembangan milestone implementasi terukur
2. Integrasi Kebijakan
a. Harmonisasi regulasi lintas sektor
b. Pengembangan standar operasional terintegrasi
¢. Penguatan kerangka legal digital procurement
d. Implementasi kebijakan berbasis evidence
3. Perencanaan Sumber Daya
a. Alokasi anggaran berbasis prioritas
b. Pengembangan kapasitas SDM terstruktur
c. Optimalisasi infrastruktur teknologi
d. Manajemen aset digital efektif
4. Pengukuran Dampak
o Implementasi sistem monitoring terintegrasi
o Pengembangan metrics dashboard
o Evaluasi berkala pencapaian target
o Analisis kontribusi terhadap SDGs
3.5.2 Layer Operasional
Layer operasional fokus pada eksekusi dan implementasi sistem:
1. Digitalisasi Proses
a. Implementasi workflow digital end-to-end
b. Otomatisasi proses administratif
c. Integrasi sistem dokumentasi digital
d. Standardisasi prosedur operasional
2. Integrasi Sistem
a. Harmonisasi platform lintas institusi
b. Implementasi interoperabilitas sistem
c. Pengembangan interface terintegrasi
d. Manajemen data terpadu
3. Monitoring Kinerja
a. Real-time performance tracking
b. Implementasi KPI dashboard
c. Analisis efektivitas sistem
d. Pengembangan sistem pelaporan
4. Manajemen Risiko
a. Implementasi framework mitigasi risiko
b. Pengembangan sistem early warning
c. Manajemen keamanan data
d. Contingency planning
3.5.3 Layer Teknis
Layer teknis menyediakan fondasi teknologi untuk mendukung implementasi:
1. Pengembangan Infrastruktur
a. Modernisasi infrastruktur T
b. Implementasi cloud computing
c. Pengembangan network capacity
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d. Optimalisasi sistem storage
2. Peningkatan Keamanan
a. Implementasi cybersecurity framework
b. Pengembangan sistem authentication
c. Manajemen akses terstruktur
d. Protokol keamanan data
3.6 Analisis Distribusi Geografis
Analisis variasi implementasi antar wilayah mengungkapkan disparitas signifikan dalam
tingkat maturitas digital dan tingkat keberhasilan implementasi. Pemetaan komprehensif
menunjukkan pola yang konsisten dengan karakteristik infrastruktur dan kapasitas institusional di
masing-masing wilayah.
Tabel 4. Variasi Implementasi Regional

Region Digital Success Faktor Kunci Tantangan Utama
Maturity (%) | Rate (%)

Jawa 85.4 78.2 « Infrastruktur memadai » Kompleksitas system

* SDM berkualitas * Resistensi perubahan

» Dukungan institusional + Koordinasi multi-stakeholder
Sumatra 72.3 65.4 * Konektivitas stabil * Gap infrastruktur

* Kapasitas teknis * Variasi kapasitas

* Komitmen leadership » Kesenjangan digital
Kalimantan | 68.7 62.8 * Adopsi progresif * Geografis challenging

* Support regional * Limited expertise

* Resource adequacy * Implementation gaps
Sulawesi 64.5 58.9 * Improvement trend * Infrastructure limits

* Local initiatives * Capacity constraints

« Stakeholder engagement | * Resource challenges
Indonesia 55.2 48.6 * Development focus * Infrastructure gaps
Timur * Innovation potential * Resource limitations

» Growth opportunity * Geographic barriers

Analisis regional mengidentifikasi beberapa pola kunci:
1. Korelasi Infrastruktur-Kinerja
a. Wilayah dengan infrastruktur digital lebih baik menunjukkan tingkat keberhasilan
lebih tinggi
b. Kualitas konektivitas berkorelasi positif dengan maturitas digital
c. Kapasitas teknologi menjadi prediktor signifikan kesuksesan implementasi
2. Faktor Kapasitas Institusional
a. Variasi dalam kesiapan organisasi mempengaruhi tingkat adopsi
b. Kompetensi SDM menjadi determinan kunci keberhasilan
¢. Dukungan leadership regional berkontribusi pada efektivitas implementasi
3. Implikasi Kesenjangan Digital
a. Disparitas akses teknologi mempengaruhi tingkat adopsi
b. Gap infrastruktur menciptakan tantangan implementasi
c. Variasi kapasitas teknis memerlukan strategi adaptif
3.7 Validasi Kebaruan
Penelitian ini menghasilkan tiga kategori kontribusi orisinal yang memperkaya literatur dan
praktik digital procurement:
3.7.1 Inovasi Teoretis
Pengembangan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan:
1. Framework Implementasi Kontekstual
a. Adaptasi terhadap karakteristik lokal
b. Integrasi faktor sosio-teknis
c. Pendekatan multi-dimensional
d. Consideration for local wisdom
2. Model Dampak Multi-dimensi
a. Evaluasi komprehensif outcomes
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1. Pendekatan Assessment Hibrid

2.

3. Protokol Pengukuran Dampak

2.

3.

b. Integrasi aspek kuantitatif-kualitatif
c. Framework assessment holistik

d. Measurement protocol terstruktur
3. Metrik Kesuksesan Terintegrasi

a. Indikator kinerja komprehensif

b. System performance metrics

¢. Impact measurement framework

d. Success evaluation protocol

3.7.2 Kemajuan Metodologis
Inovasi dalam pendekatan metodologi mencakup:

a. Kombinasi metode kuantitatif-kualitatif
b. Integrasi multiple data sources

c. Mixed-method analysis
d. Triangulation protocol
Evaluasi Konteks Spesifik

a. Adaptasi terhadap kondisi lokal

b. Consideration for regional variation
c. Context-sensitive assessment

d. Local wisdom integration

a. Standardized measurement approach

b. Impact assessment framework

c. Performance evaluation protocol

d. Outcome measurement system

3.7.3 Kontribusi Praktis

Penelitian menghasilkan tiga instrumen praktis yang dapat langsung diimplementasikan oleh

stakeholder:
1. Panduan Implementasi Komprehensif

a. Framework implementasi bertahap dengan pendekatan modular

b. Checklist kesiapan organisasi dan infrastruktur

c. Template dokumentasi dan standar operasional

d. Protokol monitoring dan evaluasi terstruktur

e. Best practices dan lessons learned dari implementasi sebelumnya

Matriks Kinerja Terintegrasi

a. Set indikator kinerja utama (KPI) yang terukur

b. Dashboard monitoring real-time untuk tracking progress
c. Sistem evaluasi multi-dimensi yang mencakup aspek teknis dan non-teknis
d. Framework assessment dampak terhadap efisiensi dan transparansi

e. Protokol pengukuran kontribusi terhadap SDGs

Strategi Mitigasi Risiko

a. Framework manajemen risiko komprehensif
b. Protokol keamanan data dan sistem

c. Rencana kontingensi dan disaster recovery
d. Mekanisme early warning system

e. Strategi penanganan Krisis dan eskalasi

3.8 Tantangan Implementasi dan Solusi Strategis
Analisis mendalam mengidentifikasi empat kategori tantangan utama beserta strategi solusi
yang telah divalidasi melalui implementasi di berbagai konteks:

Tabel 5. Matriks Tantangan-Solusi Implementasi

Kategori Isu Utama Strategi Solusi Indikator Keberhasilan
Tantangan
Teknis * Integrasi sistem legacy * Pendekatan modular bertahap * Tingkat integrasi System

* Keamanan data
« Infrastruktur tidak memadai

» Framework keamanan berlapis
» Pengembangan infrastruktur progresif

* Insiden keamanan minimal
* Peningkatan kapasitas
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* Interoperabilitas

» Standarisasi API dan protokol

* Interoperabilitas tercapai

Organisasional

* Resistensi perubahan

« Kapasitas SDM terbatas
« Struktur birokratis

* Budaya kerja tradisional

* Adopsi bertahap

* Program pengembangan kapasitas
* Reformasi proses bisnis

* Manajemen perubahan terstruktur

* Tingkat adopsi meningkat

» Kompetensi SDM memadai
» Efisiensi proses

* Transformasi budaya

Kultural

* Resistensi pengguna

* Mindset tradisional

« Keterbatasan literasi digital
* Ketakutan perubahan

» Engagement stakeholder intensif
* Program sosialisasi berkelanjutan
* Pelatihan literasi digital

» Demonstrasi manfaat konkret

* User acceptance tinggi
* Perubahan mindset

* Peningkatan literasi

* Kepuasan pengguna

Sumber Daya

* Keterbatasan anggaran
eInfrastruktur tidak merata
* SDM terbatas

» Maintenance cost tinggi

« Optimalisasi resource allocation

« Perencanaan infrastruktur strategis
» Pengembangan SDM berkelanjutan
« Efisiensi operasional

« Efektivitas anggaran

* Coverage infrastruktur

* Kapasitas SDM memadai
* Biaya terkendali

3.9 Arah Pengembangan Masa Depan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap tren teknologi dan kebutuhan organisasi,
penelitian mengidentifikasi empat jalur pengembangan strategis:
3.9.1 Peningkatan Teknologi

1. Integrasi Kecerdasan Buatan (Al)
a. Implementasi machine learning untuk analisis pola pengadaan
b. Pengembangan chatbot untuk layanan pengguna
c. Sistem prediktif untuk manajemen risiko
d. Otomatisasi proses berbasis Al
e. Natural Language Processing untuk analisis dokumen
2. Implementasi Blockchain
a. Smart contracts untuk proses pengadaan
b. Sistem verifikasi terdesentralisasi
c. Transparansi dan traceability ditingkatkan
d. Keamanan transaksi diperkuat
e. Audit trail tidak dapat dimanipulasi
3. Adopsi Internet of Things (l1oT)
a. Monitoring real-time aset dan inventory
b. Tracking logistik terintegrasi
c. Optimalisasi supply chain

d. Predictive maintenance

e. Environmental monitoring
4. Advanced Analytics
a. Big data analytics untuk pengambilan keputusan
b. Predictive analytics untuk forecasting
c. Prescriptive analytics untuk optimalisasi
d. Real-time analytics dashboard
e. Performance analytics terintegrasi
3.9.2 Optimalisasi Proses

1. Digitalisasi End-to-End
a. Paperless workflow complete
b. Integrasi sistem menyeluruh
c. Automated approval system
d. Digital documentation management

e. Electronic audit trail

2. Monitoring Real-Time
a. Dashboard kinerja terintegrasi

b. Alert system otomatis

c. Performance tracking kontinyu

d. Stakeholder visibility

e. Exception reporting

3.9.3 Pengembangan Kapabilitas

1. Peningkatan Keterampilan
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Program pelatihan terstruktur untuk seluruh level
Sertifikasi kompetensi digital
Mentoring dan coaching system
Technical skill development
e. Soft skill enhancement
2. Manajemen Pengetahuan
a. Knowledge repository terintegrasi
b. Best practices documentation
c. Lessons learned database
d. Community of practice
e. Knowledge sharing platform
3. Kapasitas Inovasi
a. Innovation lab establishment
b. Research and development program
c. Collaboration framework
d. Innovation incentive system
e. Prototype development facility
4. Pengembangan Kepemimpinan
a. Digital leadership program
b. Change management capability
c. Strategic thinking development
d. Innovation mindset cultivation
e. Performance-driven culture
3.10 Analisis Keberlanjutan

oo

Evaluasi komprehensif terhadap keberlanjutan sistem menunjukkan progress signifikan

dengan target ambitious untuk 2025:

Tabel 6. Metrik Keberlanjutan dan Target

Dimensi Status Target 2025 | Strategi Pencapaian Indikator Kunci
2024 (%) | (%)
Ekonomi 725 85.0 * Optimalisasi biaya * Cost reduction
» Efisiensi operasional * ROI improvement
* Value creation * Operational efficiency
* Resource optimization * Resource utilization
Sosial 68.3 80.0 * Stakeholder engagement * User satisfaction
* Capacity building * Social impact
* Social inclusion » Stakeholder participation
» Community development » Community benefit
Lingkungan | 58.7 75.0 * Green procurement * Carbon footprint
* Environmental compliance * Resource conservation
* Waste reduction * Environmental impact
* Energy efficiency * Sustainability metrics
Institusional | 65.4 82.0 » Governance enhancement « Institutional effectiveness
* Process improvement * Process efficiency
* Capability development « Organizational capability
* System integration * System performance

Analisis keberlanjutan mengidentifikasi beberapa faktor kritis:
1. Keberlanjutan Ekonomi
a. Efisiensi biaya operasional jangka panjang
b. Return on Investment (ROI) yang sustainable
¢. Value creation berkelanjutan
d. Financial viability sistem
2. Keberlanjutan Sosial
a. Penerimaan stakeholder jangka panjang
b. Manfaat sosial yang terukur
c. Inklusivitas sistem
d. Social impact yang positif
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3. Keberlanjutan Lingkungan
a. Reduksi penggunaan kertas
b. Efisiensi energi
¢. Minimalisasi limbah digital
d. Environmental footprint
4. Keberlanjutan Institusional
a. Kapasitas organisasi jangka panjang
b. Sistem governance yang kuat
c. Adaptabilitas terhadap perubahan
d. Resiliensi organisasi
Hasil dan pembahasan ini mendemonstrasikan bahwa implementasi digital procurement di
sektor publik Indonesia telah mencapai milestone signifikan dengan potensi pengembangan yang
substantial di masa depan. Framework dan model yang dikembangkan menyediakan landasan kokoh
untuk transformasi digital berkelanjutan dalam sistem pengadaan publik nasional.
4. KESIMPULAN
Systematic review terhadap implementasi digital procurement di sektor publik Indonesia
periode 2010-2024 menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian:
4.1 Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Transparansi
Implementasi digital procurement memberikan peningkatan signifikan dalam dua aspek
utama:
1. Efisiensi Operasional
a. Akselerasi waktu proses pengadaan (140.5%)
b. Optimalisasi biaya operasional (135.2%)
C. Peningkatan produktivitas staff (142.8%)
d. Utilisasi sumber daya yang lebih efektif (138.7%)
2. Transparansi dan Akuntabilitas
a. Peningkatan aksesibilitas informasi (160%)
b. Penguatan audit trail (95% completeness)
c. Visibilitas stakeholder yang lebih baik (155%)
d. Penurunan risiko korupsi (|45%)
4.2 Kontribusi Orisinal Penelitian
Penelitian menghasilkan tiga novelty utama yang berkontribusi pada pengembangan sistem
pengadaan publik:
1. Framework Implementasi Kontekstual
a. Model integrasi multi-dimensi yang mengakomodasi karakteristik unik Indonesia
b. Pendekatan adaptif yang mempertimbangkan variasi kesiapan digital antar daerah
c. Sistem evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan aspek teknis dan sosio-
kultural
2. Metodologi Assessment Hibrid
a. Protokol evaluasi yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
b. Framework pengukuran dampak yang terstruktur dan terukur
¢. Model assessment yang adaptif terhadap konteks lokal
3. Model Optimalisasi Berkelanjutan
a. Strategi implementasi bertahap yang mempertimbangkan kapasitas institusional
b. Framework pengembangan kapabilitas terintegrasi
c. Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan
4.3 Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals
Implementasi digital procurement memberikan dampak terukur terhadap pencapaian SDGs:
1. SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
a. Pengembangan infrastruktur digital (65.4%)
b. Peningkatan akses teknologi (71.2%)
c. Dukungan inovasi sistem (58.7%)
d. Penguatan kapasitas industrial (42.3%)
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2. SDG 16 (Kelembagaan yang Kuat)
a. Peningkatan efisiensi institusional (55%)
b. Penguatan transparansi sistem (62%)
c. Peningkatan kepercayaan publik (38%)
d. Penguatan tata kelola (65.4%)
4.4 Implikasi dan Rekomendasi
Temuan penelitian menghasilkan implikasi strategis untuk pengembangan sistem pengadaan
publik yang berkelanjutan:
1. Rekomendasi Strategis
a. Pengembangan roadmap transformasi digital terintegrasi
b. Penguatan kapasitas institusional dan SDM
c. Implementasi framework monitoring berkelanjutan
d. Optimalisasi kontribusi terhadap SDGs
2. Arah Pengembangan
a. Integrasi teknologi advanced (Al, blockchain, 10T)
b. Penguatan sistem keamanan dan privasi data
c. Pengembangan kapabilitas digital berkelanjutan
d. Optimalisasi dampak terhadap pembangunan nasional
Penelitian ini memvalidasi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengadaan publik, dengan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs. Framework
implementasi yang dikembangkan menyediakan landasan ilmiah untuk transformasi digital
berkelanjutan dalam sistem pengadaan publik Indonesia.
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